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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut:  

1. Efektivitas Pajak Daerah. 

Pajak Bumi dan Bangunan  tergolong sangat efektif dengan kontribusi  sebesar 

118,2%, Pajak Restoran juga tergolong sangat efektif dengan kontribusi sebesar 

117,7% selanjutnya Pajak Penerangan Jalan sebesar 108,9% sedangkan yang 

tergolong kurang efektif yaitu Pajak Parkir sebesar 79,81%. 

2. Efektivitas Peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Pajak Penerangan Jalan  tergolong sangat mempunyai peranan dengan kontribusi  

sebesar 22,08%, Pajak Bumi dan Bangunan juga tergolong sangat mempunyai 

peranan dengan kontribusi sebesar 10,28% selanjutnya Pajak BPHTB sebesar 

10,19% sedangkan Pajak Parkir tergolong tidak mempunyai peranan dengan 

kontribusi sebesar 0,96%.  

3. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah Kota Kupang dalam 

meningkatkan peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kupang adalah rendahnya kesadaran para wajib pajak dalam kedisiplinannya 

membayar pajak daerah, sebagian masyarakat belum memahami sistem 

perpajakan, dan sistem kontrol yang kurang baik. 
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6.2 Saran  

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga bisa memberikan 

kontribusi atau peranan yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat 

disarankan sebagai berikut :  

1. Pemerintah daerah Kota Kupang perlu mengelola dan mengembangkan 

sumber-sumber penerimaan pajak daerah yang belum dikelola secara optimal 

guna menunjang pendapatan asli daerah Kota Kupang. 

2. Pihak Dispenda dan Pemerintah Daerah setempat perlu memberikan 

penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh wajib pajak. 

3. Perlu diadakan penataran-penataran yang berkesinambungan bagi petugas-

petugas pemungut dan penyuluh pajak daerah. 
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